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ABSTRAK  

 

PENERAPAN PIDANA PENJARA PADA PELAKU TINDAK PIDANA 

PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR 

KESUSILAAN  

(Studi Putusan PN Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu) 

 

Oleh: 

Frengky Winata 

 

Tindakan pemerasan melalui internet dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 45 

Ayat (4) Juntcto. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. UU ITE dan 

perubahannya secara prinsip mengatur batas teritorial suatu kejahatan cyber 

secara borderless. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

penerapan pidana penjara pada pelaku tindak pidana penyebaran dokumen 

elektronik yang melanggar kesusilaan sesuai Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu? dan Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim 

dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penyebaran dokumen 

elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu? 

 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data 

yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan 

dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan 

adalah kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan pidana penjara pada pelaku tindak 

pidana penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sesuai Putusan 

Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik karena telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu 

terdakwa memiliki dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan terdakwa 

“dengan sengaja” mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat 

diaksesnya dokumen elektronik dalam hal ini yaitu gambar yang memuat bentuk 

tubuh manusia tanpa busana yang melanggar kesusilaan. Sedangkan pertimbangan 

hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penyebaran 

dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum 

terhadap terdakwa karena melihat sikap terdakwa dipersidangan yang sopan dan 

mengakui perbuatannya,  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik


Frengky Winata 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain Jaksa yang 

diberikan kewenangan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa harus benar-

benar teliti agar tidak merugikan pihak yang berperkara dan Hakim dalam 

memutus suatu perkara yang ditanganinya harus lebih berani untuk menghukum 

terdakwa jauh lebih ringan atau lebih berat sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari atas putusannya tersebut. 

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana penyebaran 

dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut juga telah mendapat 

fakta-fakta tambahan yang terungkap di persidangan yang dapat mendukung 

kekuatan pembuktian Hakim dalam pertimbangannya, berupa dakwaan tunggal 

dan barang bukti. Karena selain pertimbanganpertimbangan yuridis, Hakim juga 

harus menggunakan hati nuraninya dan menimbang hak-hak asasi terdakwa. 

 

Kata Kunci: Penerapan, Pidana Penjara, Penyebaran, Dokumen Elektronik, 

Kesusilaan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan 

dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan reformasi. 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara 

ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi 

masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo, bahwa 

dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan.1 

 

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbukan banyak kemajuan di segala 

bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia 

maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian 

pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dari 

berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang 

bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.2 

 

                                                           
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 

2006, hlm. 79. 
2 http://www.lpmjateng.go.id/ web/ index.php/ arsip/ artikel/ 431-kemajuan-teknologi-dan 

pembelajarannya, diakses tgl 10 juli 2020. Pukul 21:30 WIB 

http://www.lpmjateng.go.id/%20web/%20index.php/%20arsip/%20artikel/%20431-kemajuan-teknologi-dan
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Perkembangan internet saat ini telah membentuk masyarakat dan kebudayaan 

baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, 

dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi 

maupun sistem yang lainnya kepada hayalak luas. Dalam hal ini pemanfaatan ini 

terbukti dengan salah satu munculnya media sosial dengan menggunakan sarana 

internet dalam menjalankannya, media ini disebut dengan jejaring sosial 

Facebook. 

 

Istilah jejaring sosial adalah salah satu bentuk perkembangan internet yang paling 

fenomenal dewasa ini. Kita semua mengenal Facebook, Twitter, Plruk dan banyak 

lagi situs-situs jejaring sosial di internet. Kemunculan berbagai situs jejaring 

sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang dan berbagai belahan dunia 

untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Akan tetapi, internet juga melahirkan 

masalah-masalah baru.Di antaranya, muncul kejahatan baru yang lebih canggih 

dalam bentuk “cyber crime”. 

 

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan 

Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook Inc. Pada september 

2012, facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari 

separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum 

menggunakan situs ini. Setelah, itu pengguna dapat membuat profil pribadi, 

manambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar perasaan, termasuk 

pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Selain itu, 

pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, 

sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokan teman-

teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan kerja” atau “Teman Dekat”. 
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Tingginya popuaritas Facebook menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan berbagai aspek, misalnya sarana pembelajaran, dan 

sebagai media komunikasi darurat. Facebook juga dihadapkan pada berbagai 

masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan  hukum, dan penyensoran. 

Dalam media ini seperti pelanggaran mengenai gambar-gambar asusila yang di 

upload ke dalam jejaring sosial Facebook.Sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaki Elektrorik sebagai bentuk 

modifikasi yang merupakan undang-undang pidana khusus tindak pidana 

komputer diluar KUHP, maka apabila ada orang Indonesia melakukan tindak 

pidana melalui sistem komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana 

tersebut, maka penindakan dapat dilakukan dengan menerapkan undang-undang 

kodifikasi yaitu KUHP sebagai undang-undang pidana umum. Tentu saja hal 

tersebut hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sepanjang didalam KUHP 

memang dapat ditemukan pasal-pasal yang tepat untuk diterapkan dalam 

menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. 

 

Tindakan pemerasan melalui internet dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 45 

Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. UU ITE dan perubahannya 

secara prinsip mengatur batas teritorial suatu kejahatan siber secara borderless. 

Yurisdiksi UU ITE dan perubahannya tidak hanya berlaku di wilayah Republik 

Indonesia, melainkan juga berlaku atas kejahatan yang dilakukan di luar wilayah 

teritori Indonesia, yang terpenting dimanapun tindakan pemerasan itu dilakukan, 

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah 

hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
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Salah satu contoh tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di 

media sosial adalah pada Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu yang 

menyatakan Terdakwa  Kadek Agus Bin Putu Suwike terbukti bersalah secara sah 

dan meyakinkan, melakukan tindak pidana telah terbukti bersalah secara sah dan 

meyakinkan, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga, melanggar 

Pasal 45 Ayat (1) Jo. pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum 

melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwike dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh 

juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Hal ini sesuai dengan tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 

dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) 

bulan penjara. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Pidana Penjara Pada Pelaku 

Tindak Pidana Penyebaran Dokumen Elektronik yang Melanggar 

Kesusilaan (Studi Putusan PN Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah penerapan pidana penjara pada pelaku tindak pidana 

penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sesuai Putusan 

Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu?  

b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 

pidana pada pelaku tindak pidana penyebaran dokumen elektronik yang 

melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN 

Kbu? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana 

khususnya mengenai penerapan pidana pelaku tindak pidana penyebaran 

dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di 

Pengadilan Negeri Kotabumi. Adapun ruang lingkup waktu penelitian 

dilakukan pada Tahun 2020 – 2021. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan pidana penjara pada pelaku tindak pidana 

penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sesuai Putusan 

Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu.  

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 

pidana pada pelaku tindak pidana penyebaran dokumen elektronik yang 

melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN 

Kbu. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dam 

pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, 

adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

a. Secara Teoritis: 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya 

mengenai penerapan pidana pelaku tindak pidana penyebaran dokumen 

elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu. Kemudian memberikan kontribusi kepada 

kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum 

umumnya dan hukum pidana. 
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b. Secara Praktis: 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat 

penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap penerapan pidana 

pelaku tindak pidana penyebaran dokumen elektronik yang melanggar 

kesusilaan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstaksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum.3  

a. Teori Pemidanaan 

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan Teori 

Pemidanaan. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab 

adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat 

akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman 

lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang 

bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau 

pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana  yang dapat menggangu atau 

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku 

                                                           
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 

124-125. 
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kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 

sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. 4 

 

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat 

tertentu sedangkan Adami Chazawi menegaskan bahwa pidana adalah 

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.5 

 

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa 

yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk 

mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks 

dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” 

yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. 

Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai 

tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana 

sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang 

menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori 

tujuan, serta pandangan  yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan 

tersebut.  

 

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori 

gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan 

pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan 

                                                           
4 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 

2009, hlm.8 
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81 
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yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang 

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi 

bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui 

pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu 

sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi 

ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.6 

 

b. Teori Dasar Hukuman Pertimbangan Hakim 

Pada permasalahan kedua dengan menjawabnya digunakan Teori Dasar 

Hukum Pertimbangan Hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu 

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 

kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak 

yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat.7 

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap 

yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

                                                           
6 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25 
7 Mukti Arto. 2016. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm.140. 
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dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak.8 

 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 

tentang hal-hal sebagai berikut :  

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim 

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 9 

 

 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di 

mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat 

menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 

IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 

2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 

dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Udang Nomor  48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

                                                           
8 Ibid, hlm.141. 
9 Ibid, hlm.142. 
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-

undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.10 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang 

digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan 

dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan 

sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai 

batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.11  

a. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditafsirkan maknanya.12  

b. Penerapan pidana adalah proses, cara, atau perbuatan menerapkan sebuah 

sanksi terhadap sebuah perbuatan jahat (evil conduct).13 

c. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut 

serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain 

melakukan perbuatan.14 

d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

                                                           
10 Ibid, h.142. 
11 Soerjono Soekanto, Op . Cit, hlm. 103. 
12 Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45 
13 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-

pidana-dan-syarat-pemenuhannya/ diakses pada 25 Januari 2021 Pukul 19.54 WIB. 
14 R. Soenarto Suerodibroto, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310 
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yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai 

tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau 

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.  Setiap tindak pidana 

selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.15 

e. Penyebaran dokumen elektronik adalah tindakan adalah tindakan untuk 

menyebarkan gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bntuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka 

umum, yang memuat pencabulan atau eksploitas yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat.16 

f. Kesusilaan adalah perilaku yang sesuai dengan aturan  norma-norma atau 

kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP 

buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan 

seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan 

yang lainnya.17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Barda Nawawi Arief. 1996.  Op.Cit, hlm. 152-153. 
16 Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi : Perspektif 

Negara Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.3 
17 Tri Adrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Unila Bandar Lampung,.2009, Hlm 69 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika peulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang 

menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-

batasan penulisan,selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum 

tentang pokok bahasan mengenai penerapan pidana pelaku tindak pidana 

penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan 

Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai 

dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang 

terdapat dalam penulisan ini yaitu analisis hukum terhadap putusan hakim dalam 

Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu dan pertimbangan hukum Hakim 

dalam memutuskan pidana pada pelaku tindak pidana penyebaran dokumen 
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elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian Sanksi Pidana  

 

 

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan 

akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik 

masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana 

merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau 

dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana 

yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. 

 

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi 

perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana 

diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.18 Pidana 

adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu sedangkan 

Adami Chazawi menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan  ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada  

pembuat delik. 19 

 

                                                           
18 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, 

Unila, 2009, hlm.8 
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81 
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Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang  Hukum Pidana (KUHP):  

Pidana terdiri atas:  

1. Pidana Pokok  

a. Pidana mati. 

b. Pidana penjara. 

c. Pidana kurungan. 

d. Pidana denda. 

e. Pidana tutupan. (UU No.20/1946) 

2. Pidana Tambahan  

a. Pencabutan hak-hak tertentu.  

b. Perampasan barang-barang tertentu.  

c. Pengumuman putusan hakim.  

 

 

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang 

akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat 

dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim 

pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan 

oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan 

mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana 

sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa 

pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang 

menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.  

 

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori 

gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang 

beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan 

gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 

harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan 

tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan 
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penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh 

melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.20 

 

B. Pengertian Pelaku  

 

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan 

pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta 

melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan 

perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi 

semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Dalam istilah hukum 

positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya 

suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang 

telah mendapat keputusan akhir.21 

 

Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah 

mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Adapun 

sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:  

1) Pelakunya adalah orang yang sama.  

2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi  

pidana oleh suatu  keputusan hakim  

3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang 

dijatuhkan terhadapnya.  

4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.  

 

                                                           
20 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25 
21 R. Soenarto Suerodibroto, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310 
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Pengertian sehari-hari bahwa seorang residivis adalah seorang yang telah 

melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan. 

Menurut Satochid Kartanegara residive adalah apabila seseorang melakukan 

beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan 

tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman. 

Ada 2 (dua) arti residivis yaitu menurut masyarakat (sosial), dan dalam arti 

hukum pidana.   

 

Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang 

setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, 

disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.  Tetapi 

residivis dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, 

tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi 

dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pada 

umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa residive tersebut masih dapat 

digolongkan dalam beberapa bagian. Oleh karenanya apabila suatu tindak pidana 

dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana 

pengulangan.  

 

Pada dasarnya residive tersebut digolongkan kedalam 2 bagian, yaitu:  

1. Residive umum (generale residive). Apabila seseorang melakukan kejahatan, 

terhadap kejahatan yang mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia 

kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan 

apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.  
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2. Residive khusus (special residive). Apabila seseorang melakukan kejahatan, 

dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi  hukuman oleh hakim, kemudian ia 

melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan yang pertama, 

maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian merupakan dasar untuk 

memperberat hukuman.  

 

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau 

menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori 

pemidanaan mengakibatkan tujuan pemidanaan yang ideal. Dalam 

perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa 

golongan.  

 

Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana 

dibedakan atas 3 jenis, yaitu:  

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara 

lain:   

Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan 

suatu rangkaian tanpa yang diseiringi suatu penjatuhan pidana/ condemnation. 

Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan 

yang sejenis (homolugus recidivism) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu 

dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 

5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian 

dari hukuman yang telah dijatuhkan.  
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2. Pengulangan tidak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:  

Accidentale Recidive yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan 

merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya. Habituele 

Recidive yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku 

memang sudah mempunyai inner criminal situation yaitu tabiat jahat sehingga 

kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.  

3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga  

dibedakan atas: Recidive umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/ 

tindak pidana yangtelah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan 

kejahatan/ tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan 

pemberatan hukuman. Recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan 

perbuatan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan 

kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka 

kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.  

 

Persolalan tentang pengertian residivis dalam KUHP Indonesia belum secara jelas 

tertulis tetapi yang ada hanyalah syarat umum yang mengatakan bahwa seorang 

itu residivis kalau terhadap perbuatannya ada ancaman hukuman yang diperberat 

atau ditambah dengan duapertiganya.  Materi yang diatur dalam Pasal 486. Pasal 

487 dan Pasal 488 KUHP tersebut adalah:  

a. Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta 

kekayaan dan penipuan.  

b. Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi.  

c. Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut 

penghinaan.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang dikatakan residive, 

karena sudah ada putusan hakim terlebih dahulu. Putusan terlebih dahulu itu akan 

menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan dalam putusan baru ini, 

apakah si penjahat telah menjadi residivis.  

 

C. Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial  

 

Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang terdapat dalam Hukum 

Belanda yaitu “Straafboar Feit” dan dari bahasa latin delicium atau delik. Para 

ahli sering menggunakan istilah-istilah yang berbeda yang digunakan baik dalam 

perundang-undangan dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari 

Straafboar Feit tadi, istilah-istilah yang sering digunakan tersebut adalah :  

a. Tindak pidana 

b. Peristiwa hukum 

c. Delik 

d. Pelanggaran pidana 

e. Perbuatan yang boleh dihukum 

f. Perbuatan yang dapat dihukum  

g. Perbuatan pidana.22 

 

 

Secara etimologis pornografi terbentuk dari dua kata yaitu “pornos” yaitu suatu 

perbuatan asusila (dalam arti yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan 

yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan “graffiti” atau karya seni 

lainnya dapat berupa patung, boneka, gambar, lukisan, puisi, tulisan, dan 

sebagainya. Pengertian pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara 

erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, atau bahan 

                                                           
22 Adami Chazawi, Op. Cit., hlm.14 
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bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan 

nafsu birahi.23 

 

Ketentuan Pasal 1 ketentuan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah 

gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bntuk media 

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau 

eksploitas yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat .  

 

Berdasarkan kedua definisi tersebut memberikan sebuah penekanan pada unsur-

unsur sebuah pornografi yaitu:  

1. Penggambaran tingkah laku (melalui gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 

pesan)  

2. Yang memuat kecabulan atau eksploitasi seks  

3. Melalui berbagai media komunikasi dan/atau disampaikan dimuka umum  

4. Yang dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi   

 

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pornografi ini adalah sebagai berikut :  

Pasal 29 menyatakan:  

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling 

sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliyar rupiah).  

 

                                                           
23 Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi : Perspektif 

Negara Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.3 
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Media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial, media adalah alat, sarana 

komunikasi, perantara, atau penghubung sedangkan sosial artinya berkenaan 

dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Sehingga 

disimpulkan sebagai alat atau sarana komunikasi masyarakat untuk bergaul.  

Media Sosial adalah sebuah media online berbasis internet dengan para 

penggunannya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi. 

 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang 

berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaiman diatur 

dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun 

di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum 

Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan 

Indonesia.  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  Pasal 27 Ayat (1) menyatakan :  

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik 

dan/atau dokumen Eletronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.  

 

 

Dilanjutkan dalam Pasal 45 Ayat (1) menyatakan :  

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar 

rupiah). 

 

 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai 

perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai 

medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini 
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juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE 

mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di intenet dan masyarakat pada 

umumnya agar mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik 

dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.  

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Pidana  

 

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta 

memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istemewa, karena hakim 

selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim 

sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan 

perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila 

pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai 

kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya.24 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

menyebutkan:  

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:  

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.  

b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.  

                                                           
24 Ahmad Rifai. Op. Cit., hlm.102 
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Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:  

a. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-

undang menentukan lain.   

b. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena 

alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan 

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas 

perbuatan yang didakwakan atas dirinya.   

 

 

Ketentuan Pasal 7 menjelaskan bahwa:  

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”  

 

 

Ketentuan Pasal 8 menjelaskan bahwa:  

a. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di 

depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.  

b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib  

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  

 

 

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:   

a. Teori keseimbangan  

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban.  

b. Teori pendekatan seni dan intuisi  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 
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hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.  

c. Teori pendekatan keilmuan  

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus  dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi 

suatu perkara yang harus diputuskannya.  

d. Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman  yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.  

e. Teori Ratio Decidendi  

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 
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motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi 

para pihak yang berperkara.  

 

Pada kenyataannya dalam praktik, walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap 

seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui 

empat buah titik pertanyaan dalam putusan hakim yaitu: benarkah putusanku ini, 

jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan, bermanfaatkah putusanku ini. Hakim ternyata seorang manusia 

biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja 

aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.  

 

Menurut Al. Wisnubroto, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim 

dalam mengambil keputusan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim 

dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah: 

1. Faktor Subyektif, yaitu:  

a. Sikap Perilaku Apriori 

Hakim sering kali dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihinggapi 

suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, 

sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap 

ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan 

modern, yakni asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence), 

terutama dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu 

pihak (biasanya adalah penuntut umum atau penggugat) dan tidak adil ini 
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bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara 

yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.  

b. Sikap Perilaku Emosional 

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan 

berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti 

dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada 

hasil putusannya.  

c. Sikap Arogan (arrogance power)  

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar 

melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau 

pihak-pihak yang bersengketa lainnya, sering kali dapat mempengaruhi 

keputusannya.  

d. Moral 

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak 

keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan 

hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, 

penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya.  

2. Faktor Obyektif, yaitu:  

a. Latar belakang sosial budaya 

Latar belakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Hakim 

dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal 

dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang 

ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status 

sosial menengah atau rendah.  
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b. Profesionalisme 

Profesionalisme yang meliputi knowledge (pengetahuan, wawasan) dan 

skills (keahlian, keterampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan 

ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil 

keputusan masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode 

etik di lingkungan peradilan, oleh sebab itu hakim yang menangani suatu 

perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan 

menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.25  

 

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah 

dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. 

Dokumen ini banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan 

bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan 

kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Pada hakekatnya dengan adanya 

pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit 

mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan 

hukum. Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, 

pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari 

tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tujuan dan 

pedoman pemidananaan selama ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP)/WsS. Oleh panitia pembuat konsep KUHP Kedua hal 

tersebut dapat dilihat dalam Buku I Konsep RUU KUP Tahun 2012 dalam Pasal 

54 dan Pasal 55.26 

                                                           
25 Al. Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 88 
26 Erna Dewi, Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal, Bandar Lampung: Justice 

Publisher, 2014, hlm. 88-89 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.27 

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap 

pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris 

dilakukan dengan cara meperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-

gejala hukum dan pristiwa hukum yang terjadi di lapangan.28 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang diproleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada 

objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan 

mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Pengadilan Negeri 

                                                           
27 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 112. 
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14. 
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Kotabumi. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang 

digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan 

tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara 

melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan 

arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang 

berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat 

yang terdiri dari bahan hukum antara lain:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 

seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri 

dari: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP)  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan-bahan penunjang lain  

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, 

secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan 

kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian 

kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di 

internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.29 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas.  

1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi    : 2 orang 

2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung : 2 orang + 

Jumlah         : 4 orang 

 

 

                                                           
29 Abdulkadir Muhamad, Op . Cit, hlm. 192. 
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D. Prosedur Pengumupulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada 

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung 

pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

kepada para informan yang sudah ditentukan. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu: 

a. Seleksi data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai 

dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali 

mengenai kelengkapan, kejelassan dan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

kerangka yang ditetapkan. 

c. Sistematisasi data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi 

kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab 

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas. 
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E. Analisis Data 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis.30 Analisis ini tidak diproleh melalui bentuk 

hitungan.31 Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh kesimpulan 

secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat 

khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Abdulkadir Muhammad, Op . Cit, hlm. 127. 
31 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12. 



74 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan pidana penjara pada pelaku tindak pidana penyebaran dokumen 

elektronik yang melanggar kesusilaan sesuai Putusan Nomor: 

128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik karena telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu 

terdakwa memiliki dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan 

terdakwa “dengan sengaja” mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat 

dapat diaksesnya dokumen elektronik dalam hal ini yaitu gambar yang 

memuat bentuk tubuh manusia tanpa busana yang melanggar kesusilaan. 

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak 

pidana penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan 

berdasarkan Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah hakim tidak 

menjatuhkan pidana maksimum terhadap terdakwa karena melihat sikap 

terdakwa dipersidangan yang sopan dan mengakui perbuatannya,  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Jaksa yang diberikan kewenangan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa 

harus benar-benar teliti agar tidak merugikan pihak yang berperkara dan 

Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya harus lebih berani 

untuk menghukum terdakwa jauh lebih ringan atau lebih berat sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari atas 

putusannya tersebut. 

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana 

penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut juga telah 

mendapat fakta-fakta tambahan yang terungkap di persidangan yang dapat 

mendukung kekuatan pembuktian Hakim dalam pertimbangannya, berupa 

dakwaan tunggal dan barang bukti. Karena selain pertimbanganpertimbangan 

yuridis, Hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dan menimbang hak-

hak asasi terdakwa. 
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